BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.707, 2012 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI. Komponen. Tahapan. Hidup
Layak.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN
KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa komponen dan pelaksanaan tahapan
pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor PER. 17/MEN/VIII/2005
tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak sebagali
pelaksanaan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, sudah tidak sesuai dengan kondisi
dan kebutuhan di lapangan sehingga perlu
disempurnakan;

b. bahwa perubahan, penyesuaian, dan peningkatan
kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, telah memperhatikan saran dan
pertimbangan Dewan Pengupahan Nasional dan
Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional;
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Mengingat

Menetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri tentang komponen
dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan
hidup layak;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107
Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor
PER.O1/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.
226/MEN/2000;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TENTANG KOMPONEN DAN
PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN
HIDUP LAYAK.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah
standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup
layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Dewan Pengupahan Provinsi adalah suatu lembaga non struktural
yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh
Gubernur dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada
Gubernur dalam rangka penetapan upah minimum dan penerapan
sistem pengupahan ditingkat provinsi serta menyiapkan bahan
perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non
struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat
oleh Bupati/Walikota yang bertugas memberikan saran dan
pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka pengusulan
upah minimum dan penerapan sistem pengupahan di tingkat
Kabupaten/Kota serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan
sistem pengupahan nasional.

BAB II
KOMPONEN KHL
Pasal 2

KHL terdiri dari komponen dan jenis kebutuhan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | Peraturan Menteri ini.

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 3

Nilai masing-masing komponen dan jenis KHL diperoleh melalui survei
harga yang dilakukan secara berkala.

Kualitas dan Spesifikasi teknis masing-masing komponen dan jenis
KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati sebelum survei
dilaksanakan dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengupahan Provinsi
atau Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Survei dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan
Pengupahan Kabupaten/Kota dengan membentuk tim yang
keanggotaannya terdiri dari anggota Dewan Pengupahan dari unsur
tripartit, unsur perguruan tinggi/pakar, dan dengan
mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat.

Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai
nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi  dan/atau
Kabupaten/Kota.
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(5)

(1)

(2)

(3)

Survei komponen dan jenis KHL dilakukan dengan menggunakan
pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan
Menteri ini.

Pasal 4

Dalam hal di Kabupaten/Kota belum terbentuk Dewan Pengupahan,
maka survei dilakukan oleh Tim Survei yang dibentuk oleh
Bupati/Walikota.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya secara
tripartit dan dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik
setempat.

Hasil survei yang diperoleh tim survei sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai nilai KHL.

Pasal 5

Nilai KHL yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota atau
Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4
disampaikan kepada Gubernur secara berkala.

(1)
(2)

(3)

BAB Il
KHL DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM
Pasal 6

Penetapan Upah Minimum oleh Gubernur berdasarkan KHL dan
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Gubernur harus membahas secara  simultan dan
mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei;

b. produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara
jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah
tenaga kerja pada periode yang sama;

c. pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB;

d. kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan
kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode
yang sama;

e. kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang
ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha
marginal di daerah tertentu pada periode tertentu.

Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Gubernur memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan
Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota.
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Pasal 7

Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan Gubernur didasarkan pada nilai
KHL Kabupaten/Kota terendah di Provinsi yang bersangkutan dengan
mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar
kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).

Pasal 8

Upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari
1 (satu) tahun.

BAB IV
PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KHL
Pasal 9

(1) Pencapaian KHL dalam penetapan upah minimum merupakan
perbandingan besarnya Upah Minimum terhadap nilai KHL pada
periode yang sama.

(2) Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
diarahkan kepada pencapaian KHL.

(3) Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan
secara bertahap dalam penetapan Upah Minimum oleh Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VI111/2005 tentang Komponen
dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2012

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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